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Pemkot Palu diminta tindaklanjuti temuan BPK
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uan BPK 5

gelolaan dan pertanggung-
jawaban belanja hibah dan
bantuan sosial (bansos) se-
besar Rp5 miliar lebih. BPK
juga menilai adanya belanja
tak terduga sebesar Rp500
juta yang tidak tepat.

“Ada juga dana bedah
kampung yang belum di-
pertanggungjawabakan se-
banyak Rp5 miliar,” ungkap
Kepala Perwakilan BPK Sul-
teng, Bayu Sabartha.

Tak hanya-itu, pengadaan
perahu wisata pada pro-
gram daerah pemberdayaan
masyarakat tahap kedua di
Kelurahan Besusu Barat juga
lidak sesuai kesepakatan dan
sudah rusak berat.axr
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Pemkot Palu Diminta Tindaklanjuti Tem

simal dalam pelaksanaan - lembaga mitr.
program pemkot” tambah-  “Hasilnya dewan akan
nya memberi rokomendas ats

Menurut dia, lemahnya  temuan i/ tutup lgbal.
Kinerja lembaga pengawas  Sebelumnya BPK Perwa
inicrnal Pemkot, menjadikilan Sulteng telah meny
salah satu penycbab ki~ erahken LHP atas Laporan
nerja laporan pembangu- Keuangan Pemerintah
nan dan kevangan daerah Daerah (LKPD) tahun ang
lemah, Dekotsendiri dalam _garan 2015/2016, di Aula
pelaksanaan fungsi pen- Kantor BPK Sulteng, Selasa
gawasan, tidak memiliki (06/12/2016)
aturan hukum yang jelas  Dalam laporan i, Kota
tentang batasan penga.  Palu merupakan salah satu
wasan it dariempatdaerah di Sulteng.

Sementare baginye, pen- yangmenunjukkan masih e
gawasan yang dilakukan  mannya kinerja pemeripiah
nendapat perhatian kita dewan sebatas menindak. _ daerzhnya.
bersama,’ katanya di Palu, lanjutitemuan,baik lemuan  Sejumlah kelemahan di
Jumat (23/12/2016). M 1qbal Andi Maga masyarakat maupun teruan 'Kota Palis yaks dalam pen-

Menurutnya, satuan kerja
porangkat dacrah (SKPD)
pengelolaanggaran sebaikn
ya diperiksa lebih cermat
lagi, sehingga idak ada up.
aya di massa transisi kepe
mimpinan daerah tahun
2016 yang menyebabkan in;
stansiitu mencoba bermain-
main dengan penggunaan
anggaran.

‘Saya kira apa yang men-
jadi temuan BPK itu harus
ditindaklanjut, jangan han
yajaditemuan belaka tanpa
solustyang idak menimbul-
Kan efek jera; harapnya

Dia juga turut membe-
rikan Solusi agar Pemkot
Palu dapat memaksimalkan
fungsi dan kinerja Badan
Pangawasan Daerah (Ba
wada), sehingga tidak hanya
‘menjadi slogan saja.

“Bawasda sebagai penga
was internal seya kira saat-
nya difungsikan secaramak-

LOLU UTARA, MERCU
SUAR - Ketua DPRD Kota
@ekot) Ralu, M Tgbel Andi
Maga meminta Pemerintat

Kota (Pemkot] Palu segera

menindaklanjuti temuan-
temaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Perwakilar

Sulteng pada Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) Laporan
Keuangan Pemerintali Dac

rah (LKPD) taun anggaran
2015/2016,

Jika terjadi kelalaian pen-
gelolaan APBD 2016, saya
Kira itu bentuk pelaksanaan
pemerintahan yang perlu





